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ABSTRAK

Istianatul Fauziah. 2021.Analisis Pelaksanaan dan Penatausahaan Dana Desa
pada Desa Pacul Kec.Talang Kab.TegRBrogram Studi Akuntansi. Politeknik
Harapan Bersama Tegal. Pembimbing | : Ririh Srij&dr, S.E., M.M., CTT,;
Pembimbing II: Aryanto, S.E., M.Ak., CAAT

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelakaandan penatausahaan
dana desa pada Desa Pacul Kec.Talang Kab.TegaldMgang digunakan dalam
penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengaenggunakan data primer dan data
sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakalalebservasi,wawancara,
dan studi pustaka. Teknis analisis data yang diamadalah model analisis
interaktif yang meliputi empat komponen yaitu pemgulan data, reduksi data,
penyajian data dan menarik kesimpulan. Hasil peaelmenunjukan pelaksanaan
dan penatausahaan dana desa di Desa Pacul Keg FKaarTegal sudah sesuai
Permendagri No.113 tahun 2014. Hal tersebut dali@tddari proses pelaksanaan
mulai dari awal hingga akhjipenyusunan rencana anggaran, proses pelaksanaan
yang sesuai dengan rencana dari hasil rapat, palapenggunaan keuangan
dengan panduan dan prosedur yang telahditentu&dén melalui beberapa

tahapan dan verifikasi, serta publikasi laporarakgan yang transparan

Kata kunci : Pelaksanaan, Penatausahaan, Dana Desa



ABSTRACT

Fauziah, Istianatul.2021. The Analysis of the Implementation And Astnation
of Village Funds In Pacul village, Sub District ®alang Tegal District. Study
program: Accounting Associate Degree. Politekniardppan Bersama Tegal.
Advisor: Ririh Sri Harjanti, S.E., M.M., CTT; Caod®isor: Aryanto, S.E., M.Ak.,
CAAT

This study was aimed to determine the implemematnal administration of
village funds in Pacul Village, Talang Regency, dldgegency. The method used
in this research was descriptive qualitative byngsprimary data and secondary
data. Data collection tehcniques used are obseowvatinterview, and literature
study. The data analysis techniques model whicludes 4 components namely
data collection, data reduktion, presentation amdvdng conclusions. The result
showed that the implementation and administratiérvibage funds in Pacul
Village Talang Regency, Tegal Regency was in aecme with Permendagri No
113 of 2014. This can be seen from the implementatiocess from the beginning
to the end, the preparation of the budget plan, ithplementation process in
accordance with the plan from the results of thetmng, the reporting of financial
use with predetermined guidelines and procedurasety through stages and
verification, as well as the publication financraports transparent.

Keywords Implementation, Administration, Village Funds
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BAB |

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Indonesia merupakan sebuah negara yang terdirB8arovinsi yang
terbagi menjadi kabupaten/kota dan desa. Desalatlal#uk pemerintahan
terkecil di Indonesia, pemerintahan di desa di pingbeh kepala desa. Desa
identik dengan masyarakatnya yang mayoritas perkhydu berprofesi
sebagai petani. Namun desa memiliki keluhuran dzarifan lokal yang
sangat beragam. Desa merupakan unit paling bawdAmdaistem
pemerintahan di Indonesia. Pemerintahan desa mempanit terdepan
dalam pelayanan kepada masyarakat serta tombakegstrauntuk
keberhasilan semua program. Upaya memperkuat desgakan langkah
mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakaterihtah desa dalam
melaksanakan tugas pembangunan dan penyelanggsekganan kepada
masyarakat harus benar-benar memperhatikan hubukeyaitraan kerja
penyelenggaraan pemerintah desa dalam melaksahajas pembangunan
maupun pemberian pelayanan kepada masyarakat, sevpesator
pemerintah desa, baik itu kepala desa, perangksdt Herus benar-benar
memahami kapasitas yang menjadi kewenangan maumas tmasing-
masing. Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dagngurus
kepentingan masyarakatnya sendiri sesuai kondisi slasial budaya
setempat. Konsep pengaturan pemerintahan desasséilstya demokratisasi
yang bermakna bahwa penyelenggaraan pemerintahaa darus
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mengkomodasi aspirasi masyarakat yang diartikan aloel Badan
Permusyawarahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatagasemitra
pemerintah desa.

Peran partisipasi masyarakat sangat diperlukamdaédaksanaan dan
pembangunan desa mulai dari proses pembangunaapopah dan
pemantauan serta evaluasi agar dana yang disakekada pemerintah desa
dapat digunakan untuk pembangunan sarana dangmasang berguna bagi
masyarakat. Transparansi juga diperlukan dalamedelagn keuangan desa.
Informasi dapat diperoleh cepat dan terbuka metakdia berupa penyajian
laporan keuangan yang dapat diakses oleh pihakhenkgpentingan dengan
anggapan bahwa publik berhak mengetahui inforneasebut. Pentingnya
peranan desa sebagai langkah awal terbentuknyankiémaa masyarakat
membuat pemerintah mengeluarkan peraturan Penteimtepublik.

Indonesia No. 43 Tahun 2014 tentang peraturan Batalan Undang-
Undang No.6 tahun 2014 tentang desa, yang didalammepnjelaskan bahwa
pemerintah daerah mempunyai kewenangan yang lebés Idalam
pengelolaan daerahnya. Salah satu bentuk kepedudiaerintah terhadap
pengembangan wilayah pedesaan adalah dengan mkambexrnggaran
pendapan dan belanja negara untuk setiap tahurammygang tujuaanya
diperuntuk bagi desa dari bentuk inilah yang kerandnelahirkan dana desa
yang tercetus di tahun 2015.

Dana desa merupakan dana yang bersumber dari ramggandapatan

dan Belanja Negara (APBN) di peruntukan bagi desaatisfer melalui



Anggaran Pendapatan dan Belanja Dearah Kabupaten/Kmna desa
dimaksudkan sebagai bantuan stimulan atau danangsemag untuk
mendorong dalam membiayai program pemerintah @& sgm pengelolaan
dana desa yang dikelola oleh pemerintah desa takmd&dalamnya
mekanisme perhimpunan dan pertanggungjawaban rkepajda Undang-
undang Nomer 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan nganaantara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Sementara alokasi Dana Desa sesuai dengan peratardB3 Tahun
2014 dalam alenia 8 yang diartikan sebagai dang lgarasal dari anggaran
pendapatan dan belanja Negara yang diperuntukan degp melalui
anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupatanydog digunakan
untuk berbagai keperluan desa dalam hal penyelaaggpemerintah,
pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatgrechberdayaan
masyarakat. Dalam hal kepentingan dilakukan unteknenuhi tujuan dalam
mengelola sumber modal yang merupakan bagian daayau untuk
meningkatkan pelayanan publik. Proses pengelo@eliut dikuatkan lagi
dengan Permendagri No.20 Tahun 2018 Tentang Pdageldeuangan
Desa mengatakan bahawa keuangan desa dikelolashekda asas-asas
akuntabel, transparan partisipasif serta dilakukamgan tertib dan disiplin
(Permendagri, 2018)

Penatausahaan merupakan rangkaian kegiatan yaakyldih secara
sistematis dalam bidang keuangan berdasarkan mrirsdéandar, serta

prosedur tertentu sehingga informasi aktual berkendengan keuangan



dapat segera diperoleh. Pelaporan merupakan kegiatak menyampaikan

segala hal-hal yang berhubungan dengan hasil pelkeypng telah dilakukan

dalam masa tertentu sebagai bentuk tanggungjawaoran merupakan

suatu bentuk penyajian berbentuk data dan memjeatnnasi mengenai suatu

kegiatan yang berkenaan dengan suatu pekerjaan.

Desa pacul merupakan salah satu desa yang beradacdmatan

Talang Kabupaten Tegal. Desa Pacul sebagai salathadan pemerintah

yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mergykepentingan

warganya dalam segala aspek, baik dalam pelayanamgajuran,

pemberdayaan masyarakat serta dalam pengelolaandaudesa.

Tabel 1.1

Penerimaan Dana Desa di Deasa Pacul Tahun 2018-2020

No | Tahun | Jumlah Dana Desa yang|Di Terealisasi Silpa
Terima

1. 2018 867.766.127,00 867.766.000,00 127,00

2. 2019 1.039.360.000,00 1.039.360.000;,00 0,00

3. 2020 1.066.267.000,00 977.549.000,00  88.781000,0

Sumber : Desa Pacul Kacamatan Talang.

Dari data di atas, dapat dilihat dana desa pada Easul dari tahun

2018 samapi 2020 selalu mengalami peningkatan. Rada 2018 ke 2019

mengalami peningkatan sebesar 171.593.837 (sergtus puluh satu juta

lima ratus sembilan puluh tiga delapan tiga tujbh rupiah), dan pada tahun

2019 ke 2020 mengalami peningkatan sebesar 26 @D {dlia puluh enam



juta sembilan ratus tujuh ribu rupiah). Untuk pskakaannya pada tahun 2018
dana desa yang di gunakan pada Desa Pacul seltgs@a6®127 (delapan
ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus enam pehdim satu dua tujuh ribu
rupiah) dengan sisa pakai 127 (seratus dua pujuh tupiah), sedangkan
pada tahun 2019 dana desa yang digunakan pada Bemsd sebesar
1.039.360.000 (satu miliar tiga puluh sembilan tiga ratus enam pulih ribu
rupaih) dengan sisa pakai O rupiah atau tidak s@a dan pada tahun 2020
dana desa yang digunakan pada Desa Pacul seb@sa4®000 (sembilan
ratus tujuh puluh tujuh lima ratus empat puluh sémkribu rupiah) dengan
sisa pakai 88.718.000 (delapan puluh delapan yjih ratus delapan belas
ribu rupiah.

Pemanfaatan Dana Desa supaya mencapai tujuan yeoggnkan
berdasarkan ketetapan penerimaan desa yaitu 3% lbelanja operasional
pemerintahan desa dan 70% untuk belanja publikuaan kebijakan dana
desa belum diketahui oleh masyarakat selaku sadaebijakan karena
kurangnya sosialisasi dari pembuat kebijakan itulgse Proses pelaksanaan
kebijakan dalam pengelolaan dana desa belum didut@ngan sumber daya
yang cukup dan memadai sehingga menyebabkan petstsgpengelolaan
tidak dapat dilakukan secara optimal sebagai masstinya. Pembangunan
di Desa Pacul Kecamatan Talang Kabupaten Tegal Ymmhgm sesuai
harapan, hal tersebut karena pelaksanaan danaaatmaran desa dari
pemerintah belum dimaksimalkan secara optimal.

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemuldik#as, penulis
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tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudulANALISIS
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN DANA DESA PADA DESA
PACUL KEC.TALANG KAB.TEGAL”
Rumusan Masalah

Berdasarkan dengan latar belakang yang diuraikiaglismnya, maka
penelitian ini membahas tentang pelaksanaan dasiqesahaan dana desa
yang dilakukan oleh tiap desa, khususnya wilayakaDRacul Kecamatan
Talang Kabupaten Tegal. Dengan rumusan masalatintegg pelaksanaan

dan penatausahaan di Desa Pacul Kecamatan Taldng#tan Tegal?

Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini  untuk mengetahui pelaksanadan
penatausahaan dana desa pada Desa Pacul Kecaraldag Kabupaten

Tegal.

Manfaat Penelitian
Ada pun hasil penelitian ini diharapkan dapat meikba manfaat

sebagai berikut :

1. Bagipeneliti
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah e&iyan,
pengalaman, dan wawasan bagi penulis mengenaispelakn dan
penatausahaan dana desa.

2. Bagi Pemerintahan Desa Pacul

Hasil penelitian ini dapat membererikan informasnbahan mengenai
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1.6

pelaksanaan dan penatausahaan dana desa serta mampu
mengoptimalkan potensi yang ada guna meningkatkemajuan
daerah dan bahan pertimbangan mengenai kinerjaanggana

3. Bagi Politeknik Harapan Bersama
Dapat digunakan sebagai referensi tambahan penujiaag dapat
memberikan sumbangan pemikiran kepada mahasiswitekPit
Harapan Bersama.

Batasan Masalah

Permasalahan yang akan dibatasi dalam penyusunahtia@ ini yaitu :

Analisis pelaksanaan dan penatausahaan dana desa @sa Pacul

Kecamatan Talang Kabupaten Tegal periode tahun.2020

Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir merupakan penjelasan sementateadap gejala
yang menjadi objek permasalahan. Untuk menganatiagalah pelaksanaan
dan penatausahaan dana desa pada Desa Pacul Kaetdalang Kabupaten
Tegal, perlu perumusan masalah strategis pemecatamalah. Strategi
pemecahan masalah yang digunakan adalah dengan amadisip
pelaksanaan dan penatausahaan dana desa pada dpesak&camatan
Talang Kabupaten Tegal. Sehingga dari penjelasamgsalahan tersebut
yang menjadi pokok penelitiannya yaitu bagiamandaksanaan dan
penatausahaan dana desa pada Desa Pacul Kecarmatdag Kabupaten
Tegal dan bertujuan untuk mengetahui pelaksanaapel@atausahaan dana

desa pada Desa Pacul Kecamatan Talang Kabupatah Teg



Penggunaan analisis data yang dibutuhkan adataisia data

deskriptif kualitatif. Berdasarkan penjelasan disatmaka dapat dilakukan

penyederhanaan menggunakan kerangka berfikir pianediebagai berikut:

Permasalahan:

perangkat desa yang belum
maksimal dalam
pertanggungjawaban dana
desa yang hanya berfokus
pada bantuan kepada
masyarakatnya, sedangkan
dalam program
pembangunan jalan kurang

diperhatikan.

Strategi Pemecahan

Masalah:

Melakukan analisis

v

pelaksanaan dan

penatausahaan dana

desa pada Desa Pacu
Kec.Talang
Kab.Tegal sesuai
dengan Permendagri

No 113 Tahun 201

Umpan balik

A

Rumusan Masalah:

Perumusan masalah
pada penelitian ini
adalah “Bagaimana
pelaksanaan dan
penatausahaan dana
desa pada Desa Pacul

Kec.Talang Kab.Tegal

Analisis Data:

Deskriptif Kualitatif

v

Gambar 1.6 . Kerangka berfikir

Kesimpulan :

Diketahui pelaksanaan da
penatausahaan dana desg
pada Desa Pacul
Kec.Talang Kab.Tegal
sudah sesuai dengan
dengan Permendagri

No0.113 Tahun 2014

-

|




1.7

SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam penulisan tugas akhir ini, dibuat sistemaglesmulisan agar
mudah untuk dipahami dan memberikan gambaran secaten kepada
pembaca mengenai tugas akhir ini, sistematika pawultugas akhir ini

adalah sebagai berikut:

1. Bagian awal

Bagian awal berisi halaman judul, halaman persatyjbalaman
pengesahan, halaman pernyataan keaslian Tugas @K)irhalaman
pernyataan persetujuan publikasi karya ilmiah unkepentingan
akademis, halaman persembahan, halaman motto, paatgantar,
intisari/abstrak, daftar isi, daftar tabel, daftmmbar, dan lampiran.
Bagian awal ini berguna untuk memberikan kemudakapada
pembaca dalam mencari bagian-bagian penting seepe.

2. Bagian isi terdiri dari lima bab, yaitu :

BAB1 PENDAHULUAN
Pada bab ini berisi latar belakang masalah, peramus
masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian,adzat
masalah, kerangka berpikir dan sistematika pemulisa

BAB Il TINJAUAN PUSTAKA
Pada bab ini memuat teori-teori yang berhubungagate
pokok masalah yang diambil dan akan dijadikan tiafa

dalam penyusunan Tugas Akhir ini.
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BAB Il METODE PENELITIAN
Pada bab ini berisi tentang lokasi penelitian (taimgan
alamat penelitian), waktu penelitian, jenis dan kendata
penelitian, teknik pengumpulan data, dan metoddisima
data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN
Bab ini berisikan tinjauan umum instansi, sepegjasah
singkat instansi, profil instansi, struktur orgasis tugas dan
wewenang/job description, laporan hasil penelitidan
pembahasan hasil penelitian.

BABV KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan berisi tentang garis besar dari intiilhas
penelitian, serta saran dari peneliti yang dihaaapdapat
berguna bagi instansi/perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA
Daftar pustaka berisi tentang daftar buku, litarafang
berkaitan dengan penelitian. Lampiran berisi datagy
mendukung penelitian tugas akhir secara lengkap.

Bagian Akhir LAMPIRAN

Lampiran berisi informasi tambahan yang mendukung
kelengkapan laporan, antara lain surat keterarglah melaksanakan

peneletian , serta data-data lain yang diperlukan.



BAB Il

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Tentang Desa
2.1.1 Pengertian Desa

Menurut (Riyani, 2016} Desa sebagai unit organisasi
pemerintah yang berhadapan langsung dengan maatarak
dengan segala latar belakang kepentingan dan Kedutya
mempunyai peranan yang sangat strategis, khusudalgm
pelaksanaan tugas di bidang pelayanan publik. Desailiki
otonomi sekalipun tidak dijelaskan apakah berbebiaka atau
asli, masyarakat desa seharusanya memiliki otondam
integritas sebagai suatu kesatuan.

Sedangkan menurut (Wida, 20%7desa adalah sutau
pemerintahan yang diberi hak otonomi adat, sehinggaipakan
badan hukum dan menepati wilayah dengan batas-teatastu
sebagai kesatuan masyarakat hukum yang berhak terigen
mengurus urusan masyarakat setempat bedsarakarsabgja.

Berdasarkan (Undang-Undang No.6 Tahun 2¢14)
dikatakan bahwa desa merupakan kesatuan hukunmyamgjiki
batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dargunes
urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat
berdasarkan prakasa setempat, hak asal usul, @dan hak

tradisional yang diakui dan dihormati dalam sisteemerintah

10
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Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2.1.2 Fungsi Desa
Adapun fungsi desa menurut (Kamus Besar Bahasa

Indonesia 2018) sebagai berikut :

1. Dalam hubungannya dengan kota, maka desa yang
merupakan hinterland atau daerah dukung yang lgsiun
sebagai daerah pemberi bahan makan pokok,

2. Desa ditinjau dari sudut potensi ekonomi berfuraipsigai
lumbung bahan mentah dan tenaga kerja.

3. Dari segi kegiatan kerja desa, desa merupakan ldaera
agraris, desa manufaktur, desa nelayan, desa indast
sebagainya.

4. Desa sebagai pemenuhan wilayah NKRI di seluruh
pemerintahan terkecil.

Adapun fungsi desa menurut (Undang-Undang No.6 mahu
2014}¥ sebagai berikut :

1. Desa berperan sebagai penyedia kebutuhan untuk kota

2. Desa menjadi sumber daya manusia untuk perkotaan,

3. Desa menjadi mitra untuk pembangunan perkotaan.

2.1.3 Sumber Pendapatan Desa
Menurut (Undang-Undang No.6 Tahun 20443umber
pendapatan desa terdiri dari :

1. Pendapatan asli desa, terdiri dari hasil usaha, desal
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kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, goton
royong, dan lain-lain pendapatan asli saerah yahg s

Bagi hasil pajak daerah Kabupaten/Kota sebagian
diperuntukan bagi desa. Bagian dari dana perimbanga
keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh
Kabupaten/Kota untuk desa paling sedikit 10% yang
pembagiaanya untuk setiap desa secara profesiangl y
merupakan alokasi dana desa

Bantuan keuangan pemerintah, pemerintah Provinsi da
pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan

urusan pemerintah.

2.1.4 Syarat Pembentukan Desa

Menurut (Undang-Undang No.6 Tahun 2044kyarat

dalam pembentukan sebuah desa diantaranya seleaidait b

1.

Batas usia desa induk paling sedikit (jiwa) tahenitung
sejak pembentukan.

Jumlah penduduk

Wilayah kerja yang memiliki akses transpaortasiaant
wilayah.

Sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunarphidu
bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat.

Memiliki potensi yang meliputi sumber daya alamrmber

daya manusia, dan sumber daya ekonomi pendukung.
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Batas wilayah desa yang dinyatakan dalam bentakdesia
yang telah ditetapkan oleh peraturan Bupati/Wadikot
Sarana dan prasarana bagi pemerintah desa dampatay

publik.

2.1.5 Klasifikasi Desa

Menurut Sriarta dalam (Hamid, 201%)berdasarkan

tingkat pembangunan dan kemampuan mengembangkanspot

yang dimilikinya, desa dapat diklasifikaiskan sedidzerikut :

1.

Desa Swadaya

Desa swadaya adalah suatu wilayah pedesaan yanmgrham
seluruh masyarakatnya mampu memenuhi kebutuhannya
dengan cara mengadakan sendiri. Ciri-ciri desa ayaad
adalah daerahnya terisolir dengan daerah lainnya,
penduduknya jarang, mata pencaharian homogen yang
bersifat agraris, bersifat tertutup, masyarakat egang
teguh adat, teknologi masih rendah, sarana damnarzes
sangat kurang, hubungan antar manusia sangat erat,
pengawasan sosial dilalukukan oleh keluarga.

Dewa Swakarya

Dewa swakarya adalah desa yang sudah bisa memnubhi
kebutuhannya sendiri, kelebihan produksi sudah imula
dijual kedaerah-daerah lainnya. Ciri-ciri desa savg

antara lain, adanya pengaruh dari luar sehingga
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mengakibatkan perubahan pola pikir, masyarakamgalts
mulai terlepas dari adat, produktifitas mulai mekit,
sarana prasarana mulai meningkat, adanya pengaruh d
luar yang mengakibatkan perubahan cara berfikir.
3. Desa Swasembada
Desa swasembada adalah desa yang lebih maju dapunam
mengembangkan sesuai potensi yang ada secara hptima
dengan ciri-ciri hubungan antar manusia bersifsioral,
mata pencaharian homogen, teknologi dan pendidikan
tinggi, terlepas dari adat, sarana dan prasaraugkd@ dan
modern.
2.2  Definisi Pemerintah Desa
Pemerintahan desa diselnggarakan berdasarkan apastikn
hukum, tertib penyelenggaraan pemerintah, tertgekingan umum,
keterbukaan, proporsionalitas, akuntabilitas, diek$, efesiensi,
kearifan lokal, keberagaman dan partisipasif meniiida, 2017%!
Sedangkan menurut Tamtama dalam (Hamid, 2916)
pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusagripin oleh
pemerintah desa dan bahan permusyawarahan desardateyatur dan
mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasas&busul dan
adat istiadat setempat yang diakui dan dihormatandasistem
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia .

Menurut (Undang-Undang No.6 Tahun 2094pemerintahan
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desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahakegantingan

masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan &Nd{gsatuan

Republik Indonesia. Pemerintah desa adalah kepsda dtau yang

disebut dengan nama lain dibantu perangkat desagaetlunsur

penyelenggaraan pemerintah desa.

2.3 Alokasi Dana Desa

2.3.1 Pengertian Alokasi Dana Desa

Menurut (Peraturan Penerintah Republik Indonesiadt

72, 2005Y! mengatakan Alokasi Dana Desa adalah dana yang

dialokasikan Pemerintah Kabupaten/kota untuk desagy

bersumber dari bagian dana perimbangan keuangat pas

daerah yang diterima Kabupaten/Kota.

2.3.2 Tujuan Alokasi dana Desa (ADD)

Menurut (Peraturan Bupati Tegal Nomor 94 , 2617)

tentang tata cara pengalokasian dan pelaksandarpseetapan

lokasi dan alokasi dana desa Kabupaten Tegal T20L® Pasal

3 adalah sebagai berikut:

1.

2.

Meningkatkan kualitas dan akses terhadap pelaydaser
Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan
lingkungan berdasarkan kemampuan dan sumber degla lo
yang tersedia.

Mengembangkan ekonomi pertanian berskala produktif

Mengembangkan dan memanfaatkan teknologi tepat guna
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untuk kemjuan ekonomi.

5. Meningkatkan kualitas ketertiban dan ketentraman
mesyarakat desa berdasarkan kebutuhan masyarakat de

6. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan

7.  Meningkatkan perencanaan dan penganggaran
pembangunan dan tingkat desa serta pemberdayaan
masyarakat.

8. Meningkatkan pengalaman nilai-nilai keagamaan, asosi
budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial.

9. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam
rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi
masyarakat.

10. Mendorong peningkatan keswadaya dan gotong royong
masyarakat.

11. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa
melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

12. Meningkatkan peran dan kemampuan Ilembaga
kemasyarakatan desa.

2.3.3 Prinsip-Prinsip Alokasi Dana Desa
Prinsip-prinsip Alokasi Dana Desa (ADD) menurut
(Riyani, 2016//! adalah seabagai berikut:
1. ADD di kelola berdasarkan prinsip transparan, akiel;

partisipasif, tertib, disiplin anggaran dan pengammya
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dilakukan secara hemat, terarah dan terkendali.

Keadilan, yaitu dengan mengutamakan hak dan atau
kepentingan seluruh warga desa tanpa ada pembedaan.
Pengelolaan ADD merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari pengelolaan keuangan Desa dalam
APBdes.

Kegiatan yang didanai oleh ADD direncanakan dan
dilaksanakan secara terbuka dan dibahas dengan
melibatkan seluruh unsur elemen masyaratakat dalam
musyawarah desa dengan mengacu pada prioritas
pembangunan yang tercantum dalam RPJM Desa dan RKP
Desa .

Pengelolaan ADD sebagaimana dimaksud pada Ayat (2)
harus dapat di pertanggungjawabkan secara adrasiistr

teknis dan hukum.

2.3.4 Asas-Asas Alokasi Dana Desa

Asas-asas Alokasi Dana Desa menurut (farida , #918)

meliputi:

1.

Pengelolaan keuangan desa berpedoman pada RPJMDesa,
RKPDesa, dan daftar usulan RKPDesa yang dituangkan
dalam APBDesa.

Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asasaransip

akuntabel partisipatif serta dilakukan dengan ledan
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disiplin anggaran.

3. Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada
huruf (1), dikelola dalam masa 1 (satu) tahun arajga
yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal
Desember.

2.35 Tahap Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan

pengawasan ADD berpedoman pada Peraturan Mentri
dalam Negri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014
pasal 20, 24, 38, 44 tentang pengelolaan keuangsa. d
Peraturan Mentri dalam Negri Republik Indonesia Mom
113 Tahun 2014 pasal 20 sebagai berikut :
a) Perencanaan ADD

1) Sekertaris desa menyusun rancangan peraturan
desa tentang APDesa berdasarkan RKPDesa
tahun berkenaan.

2) Sekertaris desa menyampaikan rancangan
peraturan desa tentang APBDesa kepada kepala
desa

3) Rancangan peraturan desa tentang APBDesa
sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
disampaikan oleh kepala desa kepada Badan

Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan di



b)

4)

19

sepakati bersama.

Rancangan peraturan desa tentang APBDesa
disepakati bersama sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) paling lambat bulan oktober tahun

berjalan.

Pelaksanaan ADD

1)

2)

3)

Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam
rangka pelaksanaan kewenangan desa
dilakukan melalui rekening kas desa.

Khusus bagi desa yang belum memiliki
pelayanan perbankan di wilayahnya maka
pengaturannya di tetapkan oleh pemeritah
Kabupaten/Kota.

Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus

didukung oleh bukti yang lengkap dan sah

Pertanggungjawaban ADD

1)

2)

Kepala ~desa  menyampaikan laporan
pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan
APBDes kepada Bupati/Kota setiap akhir tahun
anggaran.

Laporan pertanggungjawaban realisasi
pelaksanaan APBDesa sebagaimana

dimaksudkan pada ayat (1), terdiri dari



3)

4)
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pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

Laporan pertanggungjawaban realisasi

pelaksanaan APBDesa sebagaimana

dimaksudkan pada ayat (2) di tetapkan dengan

peraturan desa .

Peraturan desa tentang laporan

pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan

APBDesa sebagaimana di maksudkan pada

ayat (3) dilampiri:

1. Format laporan pertanggung jawaban
realisasi pelaksanaan APBDesa tahun
anggaran berkenaan.

2. Format laporan kekayaan milik desa per
31 Desember tahun anggaran berkenaan.

3. Format laporan program pemerintah dan

pemerintah daerah yang masuk ke desa

d) Pengawasan ADD

1)

2)

Pemerintah provinsi wajib membina dan
mengawasi pemberian dan penyaluran Dana
Desa, Alokasi Dana Desa , dan Bagi Hasil Pajak
dan Restribusi Daerah dari Kabupaten/Kota
kepada desa.

Pemerintah Kabupaten/Kota wajib membina
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dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan
keuangan desa.
2.4 Dana Desa
24.1 Definisi Dana Desa

Dana desa adalah dana yang bersumber dari APBNgé&kag
Pendapatan dan Belanja Negara) yang diperuntukan tesa,
ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan BelBagrah (APBD)
dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan peateri
pelaksanaa pembangunan, pembinaan kemasyarakatperdberdaya
masyarakat (Permendes, 201%)Dana desa adalah dana APBN yang
di peruntukan bagi Desa yang ditransfer melalui BPB
Kabupaten/Kota dan di prioritaskan untuk pelaksar@@mbangunan
dan pemberdayaan masyarakat desa (Permendagr)i*2018

Sedangkan menurut (Undang-Undang No.6 Tahun £014)
tentang dana desa bersumber dari Anggaraan Peadajat Belanja
Negara, dana desa merupakan dana yang bersumhbeARBN
(Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yanguthifpdean bagi
desa yang di transfer melalui Anggaran Pendapatamdlanja Daerah
(APBD) Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai
penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan, pembinaan
kemasyarakatan, dan pemberdaya masyarakat.

2.4.2 Tujuan Dana Desa

Tujuan penggunaan Dana Desa adalah untuk membiayai
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penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembanguerabinaan

kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Dasa Die

prioritaskan untuk pembangunan Desa (Undang-Un#ém§ Tahun

2014¥4,

Dasar-dasar Hukum Dana Desa

Adanya ketetapan diadakan dana desa tentunya peateri

mempunyai dasar-dasar hukum dana desa yang meliputi

a)

b)

d)

9)

h)

UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa.

PP No0.43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksandan U
No.6 Tahun 2014, serta PP No0.47 Tahun 2015 tentang
Perubahan atas PP No.43 Tahun 2014.

PP No.60 Tahun 2014 tentang Dana Desa bersumber dar
APBN, serta PPNo0.22 Tahun 2015 tentang Perubalan at
PP No.60 Tahun 2014.

Permendagri No 111 tahun 2014 tentang Pedoman g ekni
Peraturan di Desa .

Permendagri No.112 Tahun 2014 tentang Pemilihamaleep
Desa

Permendagri No.20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan
Keuangan Desa

Permendagri No.114 Tahun 2014 tentang Pedoman
Pembangunan Desa

Permendagri No0.84 Tahun 2015 tentang Susunan
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Organisasi dan Tata Kerajs Pemerintah Desa
i) Permendes No.16 tahun 2018 tentang Prioritas Peaggu
Dana Desa 2019
)] Permendes No.5 Tahun 2015 tentang Pedoman
Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan
Lokal berskal Desa
2.5 Penatausahaan
2.5.1 Pengertian Penatausahaan
Menurut Peraturan Mentri Dalam Negri Nomor 19 Tahun
Tentang 2016 tentang penatausahaan adalah rang&legji@atan yang
meliputi tentang pembukuan, inventarisasi dan etapbarang milik
daerah.
2.5.2 Penatausahaan Keuangan Daerah
Penatausahaan keuangan daerah merupakan bagiantakang
terpisahkan dari proses Pengelolaan Keuangan Daaikhmenurut
peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 maupudasarkan
peraturan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentasdprRan
Pengelolaan Keuangan Daerah.
2.5.3 Asas Umum Penetausahaan Keuangan Daerah
Asas-asas umum penatausahaan keuangan daerah hkeduau
perundang-undangan tersebut diatas menyebutkarabahw
1. Pengguna anggaran/kuasa penggunaan anggaran, @endah

penerimaan/pengeluaran dan orang atau badan yanerima
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atau menguasai uang/barang/kekayaan daerah, wajib
menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan rgeratu
perundang-undang.

Pejabat yang menandatangani dan atau mengesahkameio
yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi rdasa
pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawakettasnaran
matrial dan akibat yang timbul dari penggunaan tsbrti
tersebut.

Semua penerimaan dan pengeluaran dana pemeringbhda
harus di anggarankan dalam APBD dan dilakukan melal
rekening kas daerah yang dikelola oleh bendahatarudaerah.
Untuk setiap pengeluaran dana atas beban APBD,s haru
diterbitkan Surat Keputusan Otorisasi (SKO) olelpd&la Daerah
atau surat keputusan lain yang berlaku sebagai kepatusan
otorisasi

Kepala Daerah, wakil kepala daerah, pimpinan DPRKE&n
pejabat lainya dilarang melakukan pengeluaran déas beban

anggaran daerah untuk tujuan lain dari lain yatahtditetapkan.

Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Daerah

Untuk kepentingan APBD, maka sebelum dimulainydisua
tahun anggaran Kepala Daerah sudah harus menetpgjaat-
pejabat berikut ini:

1. Pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangaai S
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Penyediaan Dana (SPD)

Pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangaai S

Permintaan Pembayaran (SPP)

Pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangaai S

Perintah Membayar (SPM)

Pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangaai S

PertanggungJawaban (SPJ)

Pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangaai S

Perintah Pencairan Dana (SP2D)

Pejabat fungsional untuk tugas bendahara

penerimaan/pengeluaran

Bendahara pengeluaran yang mengelola belanja bunga,

belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuanalsos

belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, jaetak

terduga, dan pengeluaran pembiayaan pada SKPD

Bendahara penerimaan pembantu dan bendahara

pengeluaran penbantu, dan

Pejabat-pejabat lainya yang perlu ditetapkan daiargka

pelaksanaan APBD

Pejabat pelaksana APBD lainya mencakup:

1. Pejabat Penatausahaan Keuangan (SKPD) (PPK-
SKPD) yang diberi wewenang melaksanakan fungsi

tata usaha keuangan pada SKPD
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Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan (PPTK) SKPD
yang diberi wewenang melaksanakan satu atau
beberapa kegiatan dari suatu program yang sesuai
dengan bidang tugasnya.

Pejabat yang diberi wewenang menandatangani surat
bukti pengumutan pendapatan daerah.

Pejabat yang diberi wewenang untuk
menandatangani bukti penerimaan kas dan bukti
penerimaan lainya yang sah, dan

Penbantu bendahara penerimaan atau pembantu

bendahara pengeluaran.

255 Penatausahaan Penerimaan

Menurut ketentuan permendagri nomor 13 tahun 260§ y

dimaksud dengan penerimaan daerah adalah uangnasuk ke

kas daerah. Semua penerimaan daerah disetor keirrgkeas

umum daerah pada bank pemerintah yang ditunjuld@arggap

sah setelah kuasa bendahara umum daerah meneitiala edit.

Penerimaan daerah yang disetor ke rekening kas umum

daerah dilaksanakan melalui cara sebagai berikut:

1.

2.

Disetor langsung oleh pihak ketiga
Disetor melalui bank lain, badan, lembaga
keuangan, dan kantor pos oleh pihak ketiga,

Untuk benda berharga seprti karcis retribusi yang
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dipakai sebagai tanda bukti pembayaran oleh pihak
ketiga maka penyetoranya dilakukan dengan cara
penerbitan tanda bukti pembayaran retribusi
tersebut yang disahkan oleh PPKD
Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa untuk
kepentingan pelaksanaan APBD atau penatausahaandau
daerah, kepala daerah perlu menetapakan pejabgsidmal
untuk tugas bendahara penerimaan wajib menyeleaggar
penatausahaan terhadap seluruh penerimaan dantgramye
atas penerimaan yang menjadi tanggung jawabnyahdars
melaporkanya kepada pengguna anggaran atau penguasa
anggaran melaui PPKD paling lambat tanggal 10 bulan
berikutnya.

2.6 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuanulis dalam
melakukan penelitian sehingga penulis dapat meragarkteori yang
digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakuk&ari penelitian
terdahulu penulis mengangkat beberapa penelitibagse referensi dalam
memperkaya bahan kajian pada penulis. Berikut nadap penelitian
terdahulu berupa beberapa jurnal terkait dengaelpi@n yang dilakukan

penulis.
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Penatausahaan

NO NAMA JUDUL METODE HASIL PENELITIAN
PENELITI PENELITIAN PENELITIAN
1. M.Ridwan Analisis Deskriptif Hasil penelitian ini
Tikollah Pengelolaan Kualitatif menunjukan bahwa
(2018) Alokasi Dana pengelolaan ADD yang
Desa (ADD) di meliputi perencanaa,
Kecamatan Mare pelaksanaan, administras
Kabupaten Bone pelaporan, dan
akuntabilitas dengan 63
indikator di kecamatan
Mare Kabupaten Bone
telah sesuai dengan ment
dalam negri nomor 113
tahun 2014 tenteng
pengelolaan keuangan
desa.
2. Gresly Yunius | Analisis Deskriptif Hasil penelitian ini
Rainal Pelaksaan dan | Kualitatif menunjukan bahwa

pelaksanaan Dana Desa

di
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Mamelo Dana Desa pada desa Moyag dan Desa
(2016) Desa Desa dalan Kobo Kecil pada
Wilayah prinsipnya telah dilakukarn
Kecamatan berdasarkan regulasi,
Kotamobago namun belum semua
Timur, Kota pekerjaan dilakukan
Kotamobago dengan tertib administras
pelaksanaannya belum
sepenuhnya mendukung
asas-asas pengelolaan
keuangan desa, selain itu
pemerintah desa belum
memiliki SOP gtandar
operating producederkait
pelaksanaan dana desa.
Nunuk Riyani | Analisis Deskriptif Hasil analisis kesesuaian
(2016) Pengelolaan DanaKualitatif Perencanaan Pengelolaa

Desa

Keuangan Desa di Desa
Boreng dengan
perencanaan pengelolaar
keuangan desa menurut
Permendagri No. 37 Tahy

2007 menunjukkan bahwz:

-

n

D
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masih banyak

ketidaksesuaian antara
perencanaan pengelolaar
keuangan desa di Desa
Boreng dengan

perencanaan pengelolaar
keuangan desa menurut
Permendagri No. 37 tahu

2007

Jarot Setiawan

(2019)

Analisis
Pelaksanaan Dan
Penatausahaan

Dana Desa pada
Desa Desa dalam
Wilayah
Kecamatan Stabs
Kabupaten

Langkat

—+

Deskriptif

kualitatif

Hasil penelitian ini
menunjukan bahwa
pelaksanaan dan
penatausahaan dana des
pada desa-desa di desa
Kecamatab Stabat berjalg
baik, hal tersebut dapat
dilihat dari tepatnya waktt
penyampaian laporan dar
juga dan juga transparan
sekaligus dapat di

pertanggungjawabkan.

1p
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Virna
Museliza

(2016)

Analisis
Pelaksanaan
Penataushaan
Aset Tetap pada
BPKAD Kota

Pekan Baru.

Deskriptif

Kualitatif

Hasil penelitian ini
menunjukan pelaksanaan
penatausahaan sudah

berjalan cukup baik,




BAB Il
METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat pada Kantor BalasB Pacul

yang beralamat di JL.Raya Timur Balai Desa Kecamadftalang

Kabupaten Tegal.

3.2 Waktu penelitian

Penelitian dilaksanakan selama 4 bulan, terhitargtanggal 13

Maret 2021 sampai dengan 13 Juni 2021.

3.3 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian inisddakbagai

berikut :

1. Data Kualitatif

Data kualitatif menurut (Suliyanto, 2068) adalah data

dalam bentuk kata-kata, atau bukan bentuk angk#a Da
biasanya menjelaskan karakteristik atau sifat. Datalitatif
diperoleh melalui berbagai macam teknik pengumpuata
misalnya wawancara, analisis dokumen, diskusi kedp atau
observasi yang telah dituangkan dalam catatan ¢mpan
(transkrip) berupa dokumen dan informasi pada kantor balsaDe
Pacul Kecamatan Talang Kabupaten Tegal.

2. Data Kuantitatif

Data kuantitatif menurut (Suliyanto, 206%) adalah data

32
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yang dinyatakan dalam bentuk angka dan merupaksih deai
perhitungan dan pengukuran. Dari penelitian iniigedata
kuantitatif adalah data penerimaan anggaran dasa gada
tahun 2020 pada Desa Pacul Kecamatan Talang Kaupagal.
3.4 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian i yai

1. Data Primer

Data primer menurut (Suliyanto, 206%)adalah data yang

dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sempertama.
Data ini yang diperoleh peneliti melalui wawandeepada pihak
pemerintah desa yang kompeten terkait pelaksanaam d
penatausahaan dana desa.

2. Data Sekunder

Menurut (Suliyanto, 2005} data sekunder adalah data
yang diterbitkan atau digunakan oleh organisasigybokan
pengolahnya. Data sekunder dalam penelitian inierdigh
dengan melalui study pustaka, perundang-undangsdm;fuku,
dokumen-dokumen.
3.5 Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data-data atau keterangan yaperldikan

dalam penelitian ini, maka metode penelitian yaiggimbkan peneliti

adalah sebagai berikut :
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Observasi

Observasi menurut (Sugiyono, 204#) yaitu teknik
pengumpulan data dengan observasi berkaitan depeydaku
manusia, proses kerja, gejala-gejala alam damdsfaonden yang
diamati tidak terlalu besar. Observasi yang dilakuldalam
penelitian ini dilakukan secara langsung pada msstdengan
mengumpulkan data yang berkaitan dengan penyustingas
Akhir ini.
Wawancara

Wawancara menurut (Suliyanto, 20838) yaitu teknik
pengambilan data dimana peneliti langsung berdialeggan
responden untuk menggali informasi dari respond@alam
penelitian ini peneliti melakukan tanya jawab sackangsung
dengan pihak yang terkait dalam penyusunan pearelifugas
Akhir ini.
Dokumentasi

Dokumentasi menurut (Sugiyono, 20%#) merupakan
catatan peristiwva yang sudah berlalu. Dokumentasidata
mengenai bagaimana struktur organisasi dalam puosed
pencatatan, praktik sehat, dan karyawan yang sésoggung
jawabnya.

4. Studi Pustaka

Studi pustaka menurut (Sugiyono, 201%)merupakan
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kajian teoritis dan yang referensi lain yang bagddengan nilai,

budaya dan norma yang berkembang pada situasil sasig

diteliti. Studi kepustakaan sangat penting dalanlakukan

penelitian, hal ini yang dapat menunjang dalam psuagan

Tugas Akhir.

3.6 Metode Analisis Data

Menurut Sugiyono (Sugiyono, 201%#) analisis data adalah
proses mencari dan menyusun secara sistematisyalagadiperoleh
hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentsjad cara
mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabdd@alam unit-
unit, melaksanakan sintesa, menyusun kedalam pwailih mana
yang penting dan yang akan dipelajari, serta memkesimpulan
sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupamg@tain

Analisis data yang digunakan dalam penelitian adialah
deskriptif kualitatif. Analisis Deskriptif Kuailité#f adalah suatu teknik
yang menggambarkan dan menginterprestasikan adiddda yang
telah terkumpul dengan merekam sebanyak mungkekasfuasi yang
diteliti pada saat itu, sehingga memperoleh ganmbsgaara umum dan
menyeluruh tentang keadaan yang sebenarnya.

Tahap dalam melaksanakan penelitian adalah sebagiiit :
1. Pengumpulan Data

Melakukan pengumpulan data tentang Dana Desa melalu

wawancara observasi, dan dokumentasi dengan pdlakdesa
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Desa Pacul. Data dalam penelitian ini berupa lapoealisasi
penggunaan dana desa semester I Tahun Anggara@ 202
Pemerintah Desa Pacul Kecamatan Talang.
Reduksi Data

Setelah data-data berhasil dikumpulkan, langkah
selanjutnya adalah proses reduksi data. Penelitialakukan
pemeriksaan terhadap jawaban informasi yang tellakuttan
dari data hasil wawancara dan observasi yang diakwleh
peneliti.
Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singka

lalah sekumpulan informasi yang dilaporkan dan di
paparkan secara tertulis, penyajian data peneliiaberbentuk
uraian dari rangkuman hasil wawancara dan obseryasg
dihasilkan setelah melakukan pengumpulan dan pahgoldata
yang sekaligus dikaji dengan teori-teori yang sainelya telah
dijelaskan.
Membandingkan dengan peraturan Permendagri No.Abh8nT
2014

Setelah mengumpulkan informasi data-data dan keanudi
di rangkum. Langkah selanjutnya peneliti melakukan
perbandingan dengan peraturan Permendegri No. BhBInT

2014 pada penerapan di lapangan Desa Pacul.
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Kesimpulan

Kesimpulan merupakan penarikan suatu data darisanal
penelitian. Kesimpulan yang dibuat harus berkaiala dengan
teori yang mendasari penelitian yang dilakukan ganeliti

menarik kesimpulan yang ada.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Desa Pacul

Desa Pacul adalah salah satu desa di Kabupater, Dagea Tengah.
Tepatnya berada di Kecamatan Talang. Nama Pacuyandaong arti “Sing
Papat Aja Ucul”, ada empat hal yang tidak bolelasegian harus dipegang teguh
yaitu Kitab Suci Alquran, Al Hadits, ljma Ulama d#&ias atau petuah dan

petunjuk kebijaksanaan dari para sesepuh desapaiuJlama dan orang bijak.

Adapun luas wilayah Desa Pacul 150.108.6@ang dibagi dalam 4
wilayah, diantaranya yaitu: desa pacul utara, gasal selatan, desa pacul timur
dan desa pacul barat yang mencakup sebagian witlssdhpacul barat adalah

pemukiman perumahan.

Kepadatan penduduk desa pacul sebanyak 8.260 pdgndthld-laki dan
perempuan, yang sebagian penduduknya bermata peracatukang kayu dan
bangunan yang perantauannya dijakarta dan sebggialimumah bertani dan

home industri.

4.2 Hasil Analisi Data

4.2.1 Deskripsi Dana Desa pada Desa Pacul

Dana desa adalallana yang dialokasikan dalam APBN yang
diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melaluigsmgn Pendapatan dan
Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untudmbrayai

penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pemlamgpembinaan
38
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kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Besarnya dana desa kabupaten Tegal tahun 2020dyallogasikan
kepada 281 (dua ratus delapan puluh satu) desahadabesar Rp.
72.000.000.000.000,- (tujuh puluh dua triliun rupiaDesa Pacul pada
tahun 2020 mendapatkan dana desa sebesar Rp 260880 ( satu miliar
enam puluh enam juta dua ratus enam puluh ribtahupi Dana tersebut
digunakan untuk membiayai kepentingan dan keperllesa termasuk
penataausahaan serta pengelolaan dana desa. §tgatisggunaan dana
desa Desa Pacul adalah Rp. 977.549.000 (sembtlatcguh puluh tujuh
juta lima ratus empat puluh sembilan ribu rupialpasDana desa pada
tahun 2020 Rp. 88.718.000 ( delapan puluh delagartyjuh ratus delapan
belas ribu rupiah).

4.2.2 Analisis Perencanaan Dana Desa

Perencanaan adalah suatu proses penentuan segaataungin
dicapai di masa yang akan datang serta menetapkapan-tahapan yang
dibutuhkan untuk mencapainya. Hal ini menjadikarepeanaan merupakan
salah satu indikator keberhasilan suatu kegiataalar® perencanaan
keuangan desa, diperlukan rencana tahapan yargistédalah satunya yang
dapat direncanakan yaitu dana desa dengan sehhriha

Pada tahap perencanaan penggunaan dana desa ulidEngan
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musr@dsa)gdengan
melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), LemnBaghberdayaan
Masyarakat Desa (LPMD), dan tokoh masyarakat laipgeencanaan Dana

Desa dilakukan dengan menjaring aspirasi masyardkat kebutuhan
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masyarakat melalui masyarakat desa.

MusrenbangDesa adalah forum musyawarah yang membaha
usulan-usulan rencana kegiatan pembangunan dagabgapedoman pada
prinsip-prinsip perencanaan pemabangunan partisipesy/arakat desa serta
transparasi pemerintah kepada masyarakat. Penyusemeana kegiatan ini
biasanya dilaksanakan pada saat menjelang awal tatggaran baru. Dalam
penyusunan daftar usulan rencana kegiatan yangbatidn seluruh
komponen yang ada di desa.

Dalam kaitan perencanaan dibawah ini akan dijalvarisa
Permendagri No. 113 Tahun 2014 Tentang Keuangasa Dgang
berbunyi perencanaan keuangan desa merupakan ppesgsisunan
rencana keuangan desa yang berpedoman pada RPJMDd3KPDesa
secara integratif dalambentuk APBDesa, kemudiange®ai prosedur
perencanaan terdapat pada BAB V pasal 20 yang fwgrbu

1. Sekertaris desa menyusun Rancangan Peraturan [Resang
APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan.

2. Sekertaris desa menyampaikan rancangan peratuisa tdatang
APBDesa kepada Kepala Desa.

3. Rancangan peraturan tentang APBDesa sebagaimaa&siichpada
ayat (2) disampaikan oleh kepala desa kepada lpstamusyawaratan
desa untuk di bahas dan disepakati bersama.

4. Rancangan peraturan desa tentang APBDesa disefdaiatama
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambdan aktober

tahun berjalan.



41

Berdasarkan hasil wawancara penjabaran Perencdnaesa Pacul
sudah sesuai dengan Permendagri No 113 Tahun 2idsgkertaris lebih
dulu menyusun rancangan peraturan desa serta Re@&ja Pemerintah
Desa yang dimusyawarahkan dengan BPD, dan tokoyamsst hingga
menghasilkan APBDesa.

4.2.3 Analisis Pelaksanaan Dana Desa

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksaaaasebuah
rencana yang sudah disusun secara matang danirterpenplementasi
biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah diang@gp. Dalam
pelaksanaan program bantuan kepada pemerintah detiap tahun
pemerintah Tegal mengeluarkan surat yang mengatteutg pelaksanaan
suatu program yang dapat membantu perangkat desa.

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai
pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang kdiujuntuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, pat@mgkualitas hidup
manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dkaarmgalam Rencana
Kerja Pemerintah Desa. Pelaksanaan kegiatan yaraydi dari Dana Desa
berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkanBuphti/Walikota
mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana DesaakBahaan kegiatan
yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukacasa swakelola
dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokaldidgayakan
dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja darianalsyt Desa setempat.
Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegyatag tidak termasuk

dalam prioritas penggunaan Dana Desa setelah mangegrsetujuan
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Bupati/Walikota dengan memastikan pengalokasianaDBesa untuk
kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi /atan kegiatan
pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telahnubrpeDalam
kenyataannya proses penyaluran program dana desah ni@anyak
mengalami kendala karena adanya beberapa oknunmeytipat di dalam
penyalurannya.

Dalam kaitan pelaksanaan dibawah ini akan dijabaris
Permendagri No. 113 Tahun 2014 Tentang Keuangasa Dgang
berbunyi perencanaan keuangan desa merupakan ppesgsisunan
rencana keuangan desa yang berpedoman pada RPJMDd3KPDesa
secara integratif dalambentuk APBDesa, kemudiange®ai prosedur
pelaksanaan terdapat pada BAB V pasal 24 yang bgirbu

1. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam raelgksanaan
kewenangan desa dilaksankan melalui rekening kee de

2. Khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan guesdn
diwilayahnya maka pengaturannya di tetapkan olemdpiatah

Kabupaten/Kota.

3. Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimaRkawt ayat

(1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan dokdokemaen
pelaksanaan di Desa Pacul sudah sesuai denganrfélagneNo 113 Tahun
2014 yaitu semua pelaksanaan penerimaan dan pamgelkeuangan desa

dilakukan menggunakan rekening desa dan diserkai yang sah.
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4.2.4 Analisis Penatausahaan Dana Desa

Penatausahaan keuangan desa adalah seluruh kégiatargan yang
dilakukan oleh pemerintahan desa yakni bendahasa derdiri dari
penatausahaan penerimaan dan penatausahaan pengeeda pelaporan
pertanggung jawabannya kepada pihak yang berkeygamnti Kepala desa
memegang kuasa tertinggi dalam pengelolaan keuamma karena
jabatannya sebagai kepala pemerintahan ditingkasa.deDalam
pelaksanaanya, kepala desa dibantu oleh pelakskms tpengelolaan
keuangan desa (PTPKD) yang merupakan perangkatydespdi tunjuk
kepala desa, PTPKD merupakan unsur perangkat daganyembantu kepala
desa untuk melaksanaan pengelolaan keuangan desa.

Dalam kaitan penatausahaan dibawah ini akan dkabaisi
Permendagri No. 113 Tahun 2014 Tentang Keuangasa Dgang
berbunyi perencanaan keuangan desa merupakan ppesgsisunan
rencana keuangan desa yang berpedoman pada RPJl4Dd3KPDesa
secara integratif dalambentuk APBDesa, kemudiangerai prosedur
penatausahaan terdapat pada BAB V pasal 35 yabgrber.

1. Penatausahaan dilakukan oleh bendahara.

2. Bendahara desa wajib melakukan pencatatan setiagriphnaan
dan pengeluaran serta melakukan tutup buku sekip bulan
secara tertib.

3. Bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan uatejume
laporan pertanggungjawaban.

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan dokundasa
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Pacul sudah sesuai dengan Permendagri No 113 t2@ivh yaitu
penatausahaan dilakukan oleh bendahara desa, laeadalga selalu
mencatat penerimaan dan pengeluaran serta melakekanupan buku
pada setiap akhir bulan, namun bendahara desa da¢anjalakan masih
kurang tertib karna ada beberapa penutupan bukg gi#akukan tidak
tepat waktu.
4.2 .5Analisis Pelaporan Dana Desa

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, damajikewnya
dalam pengelolaan keuangan desa, kepala desa kdmnliajiban untuk
menyampaikan laporan. Laporan tersebut bersifabgikr semesteran
dan tahunanan yang di sampaikan ke Bupati/Walikbelam hal ini
pemerintah Desa Pacul menyampaikan laporan Daraegsda Bupati
melalui camat setiap enam bulan sekali. Dalam pgrogelaporan
penggunaan Dana Desa kepala desa di tuntut teftd.wa

Dalam pelaksanaannya laporan penggunaan dana rii#apmleh
pemerintah desa kepada Pemkab Tegal melalui pematerikecamatan
Talang. Biasanya pemerintah kecamatan mengumpskeara kolektif
laporan keuangan dari desa-desa kemudian dilap&eqada pemerintah
Kabupaten Tegal. Terkadang juga pemerintah dessu haelaporkan
sendiri kepada pemerintah kabupaten secara langsung

Dalam kaitan pelaporan dibawah ini akan dijabarkian

Permendagri No. 113 Tahun 2014 Tentang Keuangasa Dgang
berbunyi perencanaan keuangan desa merupakan ppesgsisunan

rencana keuangan desa yang berpedoman pada RPJMDd3KPDesa
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secara integratif dalambentuk APBDesa, kemudiangerai prosedur
pelaporan terdapat pada BAB V pasal 37 yang berbuny

1. Kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksan
APBDesa kepada Bupati/Walikota berupa:

a. Laporan semester pertama,
b. Laporan semester akhir tahun.

2. Laporan semester pertama sebagaimana dimaksucdapatlél)
huruf a berupa laporan realisasi APBDesa.

3. Laporan realisasi pelkasanaan APBDesa sebagainnaaétsiid
ayat (1) huruf a disampaikan paling lambat padar ddian juli
tahun berjalan.

4. Laporan semester akhir tahun sebagaimana dimakesiel gyat
(1) huruf b disampaikan paling lambat pada akhlatganuari
tahun berikutnya.

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan dokdokemen
laporan penggunaan Dana Desa pemerintah desa $taall dikatakan
sesuai dengan Permendagri No 113 Tahun 2014 k&dakamelebihi
batas waktu yang ditentukan, yakni pelaporan rasilipelaksanaan
APBDesa semester pertama dilakukan pada bulan dani,laporan
realisasi APBDesa akhir dilaksanakan Desember

4.2 .6Analisis Pertanggungjawaban Dana Desa

Laporan pertanggungjawaban menjadi bukti atas

pertanggungjawaban pemerintah desa dalam mengBlafa Desa.

Selain itu laporan pertanggungjawaban digunakaragsbdokumen
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untuk mencairkan dana pada tahun selanjutnya. [pesal dalam
membuat laporan pertanggungjawaban didampingitoielpendamping
dari kecamatan. Laporan pertanggungjawaban dilaporkepada
pemerintah kabupaten kepala Badan Pengelola Kenadga Aset
Daerah (BPKAD) melalui kecamatan.

Laporan pertanggungjawaban dibuat oleh bendahasa dk&an
sekertaris desa Pacul dengan didampingi oleh tinmdg@aping
Kecamatan.

Dalam kaitan pertanggungjawaban dibawah ini akgbdrkan isi
Permendagri No. 113 Tahun 2014 Tentang Keuangasa Dgang
berbunyi perencanaan keuangan desa merupakan ppesgsisunan
rencana keuangan desa yang berpedoman pada RPJMDd3KPDesa
secara integratif dalambentuk APBDesa, kemudiange®ai prosedur
pertanggungjawaban terdapat pada BAB V pasal 3§ parbunyi :

1. Kepala Desa menyampaikan pelaporan pertanggunggwab
realisasi pelaksanaan APBdesa kepada Bupati/Ealiketiap
akhir tahun.

2. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelsksanaaBDA&a
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dardageatan,
belanja, dan pembiayaan.

3. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaaBddég2
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan degragaturan
Desa.

Berdasrarkan hasil wawancara dan pengamatan ydaigikin
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maka dapat dikatan Desa Pacul sudah sesuai dergaeiitdagri No 113

Tahun 2014 pemerintah Desa Pacul telah menyampali&poran

pertanggungjawaban dana desa kepada pemerintapadtabu

4.3 Pembahasan
Berdasarkan hasil analisis dari penelitian tentgejaksanaan dan
penatausahaan di desa pacul yang sudah di papadkstumnya dapat dirangkum
sebagai berikut :
Tabel 4.1

Pelaksanaan Dan Penatausahaan Dana Desa dan Bengaap

No Tahap Teori menurut Penerepan di Desa Hasil
Permendagri No.113 Pacul analisis
Tahun 2014 )
Sesuai atau
Tidak
1. | Perencanaan - Seluruh - Direncanakan | Sudah
kegiatan yang secara terbuka | sesyai
didanai oleh dan dibahas | gengan
dana desa dengan teori
direncanakan melibatkan '
secara terbuka seluruh unsur
dengan elemenmasyara
melibatkan kat dalam
unsur musyawarah
kemasyarakat desa,
an. - Program kerja
- Perencanaann yang akan
ya dibahas dilaksanakan
dalam diabahas dalam
Musrenbangd Musrenbandes
es
2. | Pelaksanaan - Semua - Dalam Desa Sudah
penerimaaan Pacul semua | sesuai
dan penerimaan damn dengan
pengeluaran pengeluran teor
desa dilakukan '
dilakukan menggunakan
melalui rekening desa
rekening desa
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dengan - Sebelum
didukung oleh melakukan
bukti-bukti kegiatan dana
yang sah. desa
- Pelaksanaan pemerintah
kegiaatan desa
mengajukan mengadakan
RAB musyawarah
sebelum
menyusun RAB
Penatausahaan - Bendahara - Bendahara desaSudah
melakukan melakukan sesuai
pencatatan pencatatan dengan teori
setiap setiap
pengeluaran pengeluaran
penerimaan dan penerimaan
dan kemudian
melakukan dibukuan dan
penutupan dilaporakan
buku setiap paling lambat
bulan. 10 bulan
berikutnya.
Pelaporan dan - Kepala desa - Kepaladesa | Sudah
Pertanggungjawa wajib menyampaikan| sesuai
ban menyampaikal laporan dengan
n laporan realisasi teori
e eori,
realisasi pelaksanaan
pelaksanaan dana desa walaupun
dana desa kepada dalam desa
kepada Bupati/Walikot | pacul ada
Bupati/Walik a melalui keterlambat
ota melalui camat. an dalam
camat berupa pelaporan.
laporan
realisasi
semester
pertama yaitu
paling lambat
10 bulan
setelahnya.

Pemerintah desa pacul memiliki komitmen yang lkyiata mendukung
akuntabilitas pengelolaan dana desa. Komitmen piampsebagai bentuk dukungan

sangatlah dibutuhkan dalam mendukung pengelolaaa dasa. Hal-hal tersebut
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menjadi nilai tambah yang dimiliki pemerintah desaul.

Partisipasif dalam melibatkan masyarakat dalamnoaregan dana desa
serta berupaya transparan dengan memberikan kk#aminformasi akan apa saja
kegiatan yang dilaksanakan, anggaran serta wakigepgannya.

Bedasarkan pembahasan Permendagri No 113 Tahund2@itds secara
umum dapat diketahui prosedur mulai dari perengahamgga pelaporan keuangan
desa, penerimaan dan pengeluaran keuangan di deshdddah sesuai dengan
Permendagri No 113 tahun 2014 yaitu perencanaakuttin oleh pemerintah desa
Pacul yang dimusyawarahkan dengan BPD, dan tokobyarekat hingga
menghasilkan APBDesa, kemudian dalam pelaksanaa®maa penerimaan dan
pengeluaran keuangan desa disertakan bukti yangseatua kegiatan mengacu
pada perencanaan yang telah disepakati sebelurnegkagitan dengan pelaporan
dan pertanggungjawabannya melalui struktual yafes,jeincian pelaporan dan
ketentuannya mengikuti ketetapan kecamatan danupanaperundang-undangan
yang berlaku, sedangkan mengenai transparansi l@mggamerintah Desa Pacul
memberikan ruang yang cukup kepada pihak atau wamgingin mengetahuinya
dengan melihat pada dokumen keuangan yang adatalikbalai Desa Pacul,
masyarakat yang selalu dilibatkan dan diberi ruantai dari perencanaan hingga

pelaporannya.



BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN
5.1 Kesimpulan

Dari hasil Analisis Pelaksanaan dan Penatausahaaa Desa pada Desa
Pacul yang di uraikan diatas dapat ditarik kesirap@ebagai berikut :

1. Pelaksanaan dana desa di Desa Pacul pada prinsipiaya dilakukan
dengan baik, namun belum semua pekerjaan dilaksgeara tertib terlebih
dalam pelaporannya kurang tepat waktu.

2. Penatausahaan dana desa di Desa Pacul sudah dapakah baik, hal
tersebut dapat dibuktikan dengan pelaksanaan gedagjawaban yang
dilakukan oleh kaur keuangan desa Pacul yang @kesikan oleh
sekertaris desa.

5.2 Saran
Dari hasil Analisis Pelaksanaan dan Penatausahaaa Desa pada Desa
Pacul, saran yang diharapkan dapat mendorong pelais dan penatausahaan
dana desa adalah sebagai berikut :

1. Guna mendorong tujuan dari pengelolaan dana deida tgatib dan
disiplin anggaran maka, diharapkan kepala desatdaeaingkatkan
pengawasan terhadap PTPKD dalam hal tertib pelaksandan
penatausahaan.

2. Pemerintah desa pacul diharapkan lebih transpasg tan di
sosialisasikan tentang Dana Desa kepada masyaragat tidak

menimbulkan fitnah.
50
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LAMPIRAN

URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SISA
PENDAPATAN
DANA DESA Rp. 1.066.267.000,00
BELANJA
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA Rp 187.349.000,00
PENYELENGGARAN NON
FORMAL Rp 61.200.000,00
PEMELIHARAAN JALAN Rp 82.949.000,00
PEMBANGUNANA FASILITAS
SAMPAH Rp 43.200.000,00
BIDANG PENANGGULANGAN
BENCANA Rp 790.200.000,00
PENANGANAN KEADAAN
DARURAT Rp 153.000.000,00
PENANGANAN KEADAAN
MENDESAK Rp 637.200.000,00
JUMLAH Rp. 1.066.267.000,00 Rp 977.549.000,00 &8p/(18.000,

SUMBER: DATA REALISASI DANA DESA TAHUN 2020
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Tabel pertanyaan

No

Pertanyaan

Jawaban

Apa maksud serta tujuan dari adanya D

Desa itu sendiri?

dana desa ya untuk ki

masyarakat juga

abana desa itu diperoleh
dari anggaran APBN
yang diperuntukan untu
desa, jadi menurut say

masyarakat semua
pembangunan, dan juga
fasilitas untuk

S X~ =

[a

Dana yang bersumber dari Dana Desa

Desa Pacul di gunakan untuk apa saja?

untuk pemeliharaa
jalan, pembangun
fasilitas sampah d

formal

Untuk pada tahun 2020
dana desa digunakan

penyelenggaraan  nd

Bagaimana bentuk partisipasi
masyarakat dalam

pengelolaan dana desa?

kegiatan dana desa

Dengan mengikuti
musyawarah itu sendirj,
kadang masyarakat juga
terjun langsung dalan

>

Apakah setiap perencanaan
pengelolaan dana desa selalu
diawali dengan musyawarah

desa?

menambah ajan

tentang dana desa ak
digunakan untuk sesu
dengan apa yan

juga

Pasti, kita selalu
mengadakan pertemuan
rutinan sekaligus

silaturahmi, pertemua
ini biasanya membahas

dikeluhkan masyarakat
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Bagiamana prosedur
pelaksanaan kegiatan yang

menggunakan dana desa?

Yang pertama kit
menyusun RAB yan(

pembelian, setelah RA
di setujui barulah
kegiatan kita mulal
kegiatan.

Bagaimana pelaksanaan

penggunaan dana desa ?

pengeluaran haruy

desa juga memilik

tunggal yang dimiliki
desa.

Bagaimana teknis penatausahaan dana desa? Segala bentuk

pemasukan da
pengeluaran tercatat ds
harus melalui rekanin
desa, semua Kkegiats
yang menggunakan dat

bukti-bukti  penunjang
sperti nota, kwitansi da
foto foto.

:
)
berkaitan dengan
B

Semua pemasukan dan

melalui rekening desa.
Seperti dana desa yang

rekening sebagai
penyimpanan dana

desa harus disetai dengan

Apakah dalam semua kegiatan trans
dibukukan?

alessti, setiap kegiata
pembangunan fisik ata
pemberdayaan kit
bukukan langsung da
dilaporkan paling lambag

karna itu juga salah sa
kami sebagai aparat de

masyarakat desa.

10 bulan berikutnya.
bentuk tanggung jawap

agar terbuka kepada

[u

Sa
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Bagaimana transparansi pemerintah
dalam pengelolaan dana desa?

dé&ami sebagai aparat de
sudah membuka dir

kepada masyaraka
menyampaikan  sega

hal yang berkaital
dengan dana des
Informasi dana des
dapat diakses oleh siaj
saja yang ingin
mengetahui

penggunanaan dana de




